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Menimbang I

Mengingat :

QANUN KABUPATEN PIDTE
NOMOR 6 TAHLIN 2OO3

TENTANG

RETRIBUSI PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BISMTLLW

BUPATI PTDfE,

a. bahwa dengan berlakunya undang-undang Nomor 34 Tahxr 2000
Tentang Perubahan atas undang-undang Nornor lg rahun 1997 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66
tahun 2A0l tentang Retribusi Daerah serta menindaklanjuti Keputusan
Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomor : tuwlf,px"pttttsst
tentang Penyelenggaraan wajib Daftar perusahaan dipandang periu untuk
mengatur dan menetapkan tarif Refiibusi pendaftaran perusahaan;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu eanun.

1. undang-undang Nomor 7(Drt) tahun 1956 tentang pembentukan Daerah
otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkurigan daerah propinsi
Sumatera utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun igso
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);2. undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor ss, lambatran
!:Tb-ur- Negara Republik Indonesia Nomor 3a4D sebagaimana telah
diubah dengan undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Nelara
Republik Indonesia Nomor 3890);

3. undang-undang Nomor 8 Tahun r98l tentang wajib Daftar perusahaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggl Nomor T6,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Hukum Acara pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19g2 Nomor 7, Tambaban
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3214);

5. undang-undang Nomor I Tahun lggs tentang perseroaan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 35g7);

6. Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 36s5j
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan

_ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahtm 1999 tentang pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 g39);

8. Undang urrrdane../^......



8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
enlara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3848);

9. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Fenyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah lstimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1999 Nomor L72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Tndonesia Nomor 3893);

10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Daerah Istimerva Aceh sebagai Provinsi lrlanggroe Aceh
Darussalam (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2001 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4J34);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3258);

i2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerirrtah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik lndonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia tahun 2000 Nomor 2A2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a022);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Ncmor 119,
Tarnbahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4139);

15- I(eputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Keputusan Prssiden (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 70);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie Nomor 8 Tahun
1987 tentang Pedoman Penunjuk, Pengangkatan dan Pemberhentian
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat
II Pidie.

Dengan Persetujuan Bersama.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAER{H KABITPATEN PMIE
DAN BUPATI PIDIE .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANfTN KABUPATEN PIIIffi TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN
PERUSAIIAAN

BAB T

KETENTUAN UMUiU

Pasal I
Dalarn Qanun ini dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Pidie;
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
c. Bupati adalah Bupati Pidie;

d. Deu,an I



d. Dewan penvakilan Rakyat Daerah yang seranjutnya disebut DPRD adalahDPRD Kabupaten pidie;
e. Qanun adalah peraturan Daerah yang selanjutnya disebut eanunKabupaten pidie;
f Retribusi Daerah, yang seranjutnya disebut Retribusi, adararr pungutanDaerah sebagai pemhayaran utu, ;u.u atau pemuerian izin tertentu yangkhusus disediakem danlatau diberikan oteh pemerintah Daerah untr:ktepentingan orang pribadi atau badan;
g. Pejabat adalah. pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang RetribusiDaerah sesuai dengan peraturin perundan!-r*oungu" yang berlaku;h- Badan adalah suatu bentuk badan-usaha yLg *.rTp.ti perseroan terbatas,

Perseroan l(omanditer, perseroan lainnya, sidan u'satnamilL Negara ata.,Daerah dengan nama dan bentuk upui*, p*rr*totu*, perkumpuraa,
!nna, kongsi,. koperasi, yayasan uta; o-rga*sasi yang ,"j*i., le;ba;;,

. dana pensiun, !*lffi ysaha ietap serta bentuk badan *ruhuiainnya,i' Perusahaan adalah setiap bentuk 
"ruhLySl-g 

*.n;urunr.un jenis usaha yang
bersifat !*tup, terus menerus, yang aiarifan, ueteaa dan berkedudukan
dalam rvilayah Kabupaten pidie untuk tujuan ***p*Ll*n rcuntonjan aa*
atau laba,

j cabang Perusahaan 1d{ah perusahaan yang merupakan unit atau bagiandari perusahaan 
.induknya yarg oapit ferkedudukan ditempat y"ang

berlainan dan dapat bersifat 
-berdiri 

sendiri atau bert'gas ;trk
melaksanakan sebagian tugas dari penisahaan induknya;k' Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindat< mewakili kantgr
pusat perusahaan untuk melakukan yatu keglitan dan atau pengurusannya
ditentukan sesuai we\r€nang yang diberikanil. Perwakiian perusulT" V"ng Oit*:uk adaiah perusahaan ],ang diberi
kervenangan bertindah untuk mervakili kantor pusat perusahaan dan bukan
merupakan bagian dari kantor pusat;

in. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang memuat hal-hal yang
wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disaikan oleh pejabat 1,an[berwenang;

n. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDp adalah tanda
daftar yang diberikan oleh DinaslBadan/Inslansi terkait kepada perusahaal
yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuarr peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

o. Retribusi Pendaftaran perusahaan pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin setiap pelayanan pemberian u"ou outu,
perusahaan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

p. wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi dirvajibkan untuk melikukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong rekibusi;

q. Masa retribusi adalah suatu iangka waktu tertentu yang merupakan batas

]'uktu bagr wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayarran pendaftaran
Perusahaan;

r. Surat Pendaftaran obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat
disingkat sPdoRD adalah surat yang digunakan oleh wijib Retribusi
untuk melaporkaii data obyek retribusi dan Wajib Retribusi iebagai dasar
perhitungan pembayaran retribusi yang terutang menurut peratllran
perundang-undangan Retribusi Daerah;

s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutrnya dapat disingkat SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang
terutang;



t' surat Ketetapan Retribusi :=r:l_surang Bayar Tambahan, y-angselanjutnya dapat disngkat sKRDKBT,-ffi1-il 
lurat keputusan yangmenentukan atas jumlah retribusi yang telah Jit"tupturr;u' Surat Ketetapan Retribusi Daerail !;bth B;y*, yang selaniutnya dapardisingkat SKRDLB, adarah guraL ke,utururi v*g menentukan junlahkelebihan pembayaran karena kredit r.fuil;Gdin u..* danpada retribusiyang terutang atau tidak seharusnya terutang;v. Surat Tagihan Retribusi Daerah, vurg ffiutnya dapat disingkat srRD,adalah surat untuk melakukan tu'grturr' ,"tliuusi dan atau sanksiadministrasi berupa bunga dan atau OdOa;rv' Surat Keputusan Keberatan adala.! r**Gpotusan atas keberatan terhadap

'I(RD 
atau dokumgl 

la-in vang diperr","-i;;: .i<RDKBT dan .KRDLByang diajukan oleh Wajib Retribusi;x' Pemeriksaan. ugluh rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkandan mengorah data dan atau keterangan Iainnya daram rangka pengawasankepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi olerah berdasarkan peraturan, 
_perundang-undangan Retribuii Daerah;y' Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaiantindakan vang d,akukan oreh. ienvr*r F-*r*"i N-# Ii;ilrogselanjutnya dapat diseb-ut penyidil, *tot *.i.u, serta mengumpulkanbukti yang dengan bukti itu membuat terang ;ndak pidana cibicangRetribusi Daerah yang terj adi serta menemukan Iersangkanya.

NAMA, oByEK riffi#yuK RErRrBUsr

Pasal2
Dengan nama Retribusi pendaftaran perusahaan dipungut retribusi sebagaip€mbayffsn atas pelayanan pendaftaran perusahaan.

objek retribusi adatah r.o-Jil?jri"nan pemberian Tanda Dafrar perusalaan
(rDP)

subjek retribusi adatah *r,"JH:ll o* badan
perusahaan.

syARAr-syARAtBffi*rn*N DAN
JANGKA WAKTU BERLAKU

Pasal5
(1) orang pribadi atau badan yang ingrn mendaftar/pendaftaran urangPerusahaan h*T. .. T:"gajukan'permohoian t"puo* Bupati dengan mengisi
.^, fbrmulir yang telah disediaLan;
(2) Syarat-syarat permohonan pendaftaran. dan perdaftaran ulang sebagaimanadimaksud dalam avat (1) akan diatur t-bt]Tr;a;g* Keputusan Bupati;(3) setiap Tanda pendaftaran peru.urraan (ropi dibeikan kode, nomor sesuaidengan Peraturan perundang-trndangan yang berlaku;(4) Jangka wal-tu berrakunya foe r.tugui*u* dimaksud daram ayat (3) berlaku
._. fl1nu 3 (tiga) tahun sejak tanggal diGtapkan;
(5) mp sebagaimana dimaksud ;;u* ayat (4) 3 (tiga) buran seberum berakhirmasa bertakunya wajib dilakukan p*naufLiun ,ffi;. 

-

yang memperoleh tanda daftar

4

BAB IV /I^.



BAB IV
STRUKTUR DAN BESARI{YA TARIF RETRIBUSI

Pasal6
(1) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis/bentuk

perusahaannya;
(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapakan sebagai

berikut:
1. Bentuk Perseroan Terbatas Rp. 200.000,-
2. Koperasi Rp. 50.000,-
3. Persekutuan Komanditer Rp. 50.000,-
4. Firma Rp. 50.000,-
5. Perusahaan Perorangan Rp. 25.000,-
6. Perusahaan Milik Negara/Daerah Rp. 200.000,-
7. Perusahaan lainnya Rp. 100.000,-
8. Perusahaan Asing Rp. 500.000.-
9. Salinan Resmi Rp. 10.000,-
10. Petikan Resmi Rp 10.000,-

(3) Semua penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disetor ke
Kas Bendaharan Umum Daerah (BIJD) melalui Bendaharawan Khusus
Penerima (BKP) Dinas Pendapatan, Kebersihan dan Pertamanan
Kabupaten Pidie.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal T
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Pendaftaran
Perusahaan.

BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal8
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

Fasal9
Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD.

BAB VII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 10
(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
(2) SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan

jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi
atau kuasanya;

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD
sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII



pENsrAffiffi**.,rn

(1) Berdasarkan ,roo#ffiaimana drmaksnd pada pesal 10 ayar (1)ditetapkan reJribusi tgrutang i.ngun menerbitkan srno;(2) 
t$uh,tp berdpsarkan has, i"orpitru* ar*Ji.*rlan data baru dan ataudata yang somura berum terungtap 

-y*1g ;.;y"b$ftan penam{rahpnj um 
I qh .u,n 

lTi. 
y 

ln 
g terutan g,. 1r."r1g1{91rlrr.", dqp KB T ;(3) Benrpk, isi dan $!gL pglrJrUit* q*qp ,_h*u]**ou dimaksucl data+ra-'"at (i) dan SKRDKBT sebagaimano urrriai.ruo dalam ayat (2)ditetapkan oleh Bupati . -'r4erv

TATA "o*lf;r,ilr**rro*

!l I lemungutan *.o,orr?llTo1iou, diborongkan;
(2) Retribusi dipungur dengan menggunakan sj<RD, dan sKRDKnr.

rArA 
"oJ#r#rn ^*on

( ] ) pernbayaran *.r.,or5ti#;r'"**, harus di lpnasi sekal i gus.(2) Retribusi vang terutang dilunasi rggtq-rdbutnvu 15 (rima beras) harisejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT dan STiD.(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diaturdengan Keputusan Bupati.

rArA ..o1#ffi^"o^*

(1) Retribusi terutanr J#:l-11* 5KRD, 
'KRDKBT, 

srRD dan SuratKeputusan Keberatan yang, menyebabkan ju*r"r, r"triurr*i y411g h;;dibayar bertambah, yang tia* utu., kurang aiu"v". oreh wajib Retribusidapat ditagih melalui Badan urusan pi"#g o* Lerang Negara(BUPLN);
(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan

perundan g-undan gan yan g berlaku.

*"**r'ff,ffirrRASr

Dalam har wajib **r,or$1ifiu'i.,.,rbuyu, tepat pada wakrunya atau kurangmembayar, dikenakan sanksi adminiskasi berupa t*r, ;; sar 2 a/o (finpersen) setiap bulandari retribusi yang kurang ar uuyi. o* oitugit denganmenggunakan STRD.

BABY,T\/ /4.....



BAB .YrV
KEBER{TAN

(1) wajib *.r*:::.1-rL'ilJi&ukan keberaran hanya kepada Bupati araupejabat 
vang ditunjuk atas s;iitD, 

'KRDKBi 
a*, srnore,(2) Kebrrat* oru3r*u, r".u.u 

-t"rtoii, 
a.og* ailn"r alasan_arasan yang

(3) Daram hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapanretribusi, wajib Retribusi harus airJx ***uult*u* ketidakbenalran
]<Stetapan retribusi tersebut;

(4) Keberatan harus diaj,kan dalam.jangka rvalrtu paring rama 2(dua) b*lansejak tanggal SKRD, srnorrit,-d* iKRffi; diterbitkan, kecualiapabila wajib Retribusi terrentu dluat ,*;;irk# bahr,va jangka waktuitu tidak dapat dipenuhi karena keadaan ai"-i t-t*sa;mnya;(5) Keberatan yang tidak memenuhi p.r*vurulr- ,Itugri*ana dimaksu,Jdalam uvui (zi. a*. u1'u, l:i'tidak'ai*ggrp ,"iugui surat keberatan,sehingga tidak dipertimtangkan;
(6) Pengajuan keberatan tiaat"menunda kewajiban membayar retribusi danpelaksanaan penagihan retribusi.

(1) Bupati arrT.,l3gF?rtfl,'J*ns lama 3 (tiga) butan sejak tanggat surat

[:ff{}li,, 
diterima h1rus' *"*b.ri' t"p*ii*r- lo* 

-r."k"r#; 
;;;

(2) Keputusan Bupati atas keberatan gry* berupa menerima seruruhnya fiausebagian, menorak, atau menamuun r.u*yu?iriu".r yang terutang;(3) Apabila jangka.waktu sebagaimana dimarrsud o"r"* ayat (r) telah rervatdan Bupati tidak memberilin suatu keputur*n, t.u.ruran yaflg diajukantersebut dianggap dikabulkan.

PENGEMBALTAN TStl#"N PEMBAYARAN

(l) Atas kerebihan pemtH:iJ--*usi, wajib Retribusi dapat mengajukan

(2) ttupati dalam /Tg$ wakru paring tama g.(tiga) buran sejak diterimanyapermohonan letJuil,an ;#il;r* retrib*si sebagaimana dimaksud
,., {u,*,T,ayat 

(1), harus memberika-n keputusan;(J' Apablra langka*waktu gebagaimana dimaksud daram ayat (2) telahdilampaui dan Bupati tidak iemberikan ;ilk"p*usan, pemohonanpengembalian kelebihan retribusi dianggap cir."uilrrn dan SKRDLBharus diterbitkan darm jangku rrukto pating rama tr (satu) bulan;(4) Apabila wajib Retribusi t.*poyu1 -6g ,.t ru**-rainnya, kelebihanpe*rbayaran retribusi sebagaimana dimakJud daram ayat (1) iangsungdiperhitungrran untuk meruriasi teiteurh arrr,4" 
"u"g 

r"t iu,rri tersebrit;(5) Pengembalian kerebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksuddalam ayat (t) dilakukan dalm jangka war.tu paiing iama 2 (dua) buransej ak diterbitkannya SKRDLB ;(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelahjangtr<a waktu 2 (dua).bulan, Bup'ati memberikun i*Uuf* bunga sebesar2% (dua persen) sebulan-atas' teterlambatan pembayaran kelebihanretribusi.

Pasal19..//4



pasal 19
(1) Permohonan pengombalian kerebihan pembayaran retribusi diaiukansecara terturis 

{epada Bupati dengan set uiang-t uranFy* menyebutkan:a. nalra danalamat Wajib Retribusi;
b. masa retribusi;

: besarnya kelebihan pembayaran;

.^. g alalan yang singkat dan jelas.
(2) Permohonan pengembalian"ueuitran pembayaran retribusi disampaikan
,_, ::1.u langsung atau melalui pos tercatat;(r) sri*tl penenmaan oleh pejabat Daerah atau buki pengriman pos tercatatmerupakan bukti saat permohonan diterima 

"bh 
iJp-a

(l) Pengembalian. 

","t,ii:"i.T,busi 
dilakukan dengan menerbitkan surarPerintah Membayar Kelebihan Re;tribusi; s--'

(2) Apabila kelebihan pembayaran rejnby;i diperhitungkan aengan utangretribusi lainny.a,- sebagaimana dimaksud ffi*pasar 19 ayat (.4),pembayaran dilakukan dengan cara pemindahburean dan buklipemindahbukuan juga berlaku sebagai p"*U*yur*. 
-

pE NGuRAlv.I$:.ffi GA,NAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal2l
(1) Bup_ati dapat memberikan pengurangan" keringanan dan pembebasan

retribusi;
(2) Pelgurangan, keringanan dan pembebasan sebagarmana dimaksuddala'r ayat (1) diberikan dengan memperhatikan L*rop,r* GilRetribusi;
(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebas*n retribusi ditetapkarroleh Bupati.

KADAL{nnTRlilt*o*THLAN

Pasal 22
(1) Hak untuk merakukan penagihan retribusi, kadaruwarsa setelahmelampauijunglu 

ryqF ] (trsa) tuhyl terhitung ffi saat t-.-rt"rg,.,v-retribusi, kecuali apabila wajib-Retribusi *"ruLrr.un tindak pidana dibidang retribusi;
(2) Kadalur.varsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (i)tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran atau;
b. ada pengarnral utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsungmaupun tidak langsung.

BAB XWH.L...



BAB XvItr
KETENTTiAN PIDANA

(1) wajib *:rllp:l ,*g ,lJ#]ir'r*r"*an kewajibannya sehinggamerugikan keuangan Daerah a"r** pia"Iu to*run paring rama 6(enam) buran atau denda paring t;r*'; d#rr ou,, jumrah retribusiterutang;
(2) Tindak pidana yang dimaksud daram ayat (r) adarah peranggaran.

BAB XrX
PENYIDIKAN

(1) Pejabat n:g:y: Negeri ?rii'r:"""- di Lingkungan pemerintahan
Daerah diberikan *e*enang khusus seuagai effioir. untuk merakukanpenvidikan tindak pidana .rLiburi n"";';b";irrana dimaksud daramundang-undang Nomor g Tahun 19g1 tentan; fi;k-* Acara pidana.(2) wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(r) adalah :a' Menerima, mencari, *engumpulkan dan menetiti keterangan ataulaporan berkenaan dgng* ti"i"r pro-r- &;;"g rekibusi Daerahagar keterangan atau laporan tersebut *"ql;il;"gkap dan jeras;b. Meneriti, mencari d*'*"rrg*purkan tlt".*g* mengenai oftmgpribadi atau tadan 

rentang ieuenaran p;;*, yang dirkakukansehubungan dengan tindak liOunu retribusi nr.*nc. Meminta keterangan dan bahan uutt ouri 
"r-rs?"u"di atau badansehubungan.de.nsan tindak pidana auiau"g r"ill r*r Daerah;d. Memeriksa-buroi-butcu, catatan-catatan da]r dokumen-dokumen rainberkenaan dengan tindak pidana oi uro*s *oiLri Daerah;e' Melakukan penggeledahan untuk *ioouputtun bahan buktipembukuan, pencatatan, dan aom*"o-iot o*", Iain, sertamel akukan penyitaan terhadap bahan tuf.ti ierselut;f. Meminta bantuan tenaga ahli-daram a1r"* gst" peiarrsanaan tugaspenvidikan_tindak pidana dibidang retribusi oaEarr;g. Menyurufu berhenti atau melarang seseorang meninggarkan rua*ganatau tempat, pada saat pemerlkruar, ,.iurrg UIi*gr.rng ;;;memeriksa identitas-orang atau dokumeo yuoj [iou*u ,Jbugul*;;diniaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana refrbusiDaerah;
i' Memanggrl orang untuk didengarketerangannya dan diperiksa. sebagai tersangka atau saksi;j JVlenghentikanpenyidikan;
k' Melakukan frrg*."_" lain yang perlu untuk keiancaran penyickantindak pidana di bidang reuihuii o*..un **nun ihukum yang dapatdipertangguurg j awabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberirahukandimuiainya penvidikan 
.da1 menvampaikan iru.ir plrivrdikannya kepadaPenunfut umum,_sgsuai dengan ketentuan y*g oi*t* daram uacang_undang Nomor 8 Tahun 19g1 t-entung Hukum a.#u pia*u.
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BAB ,XX
KETENTTIAN PENTITTIP

Dengan berlakunya au.nrl I:tilf, ketentuan rain yang ber-tentangan cienu Lr,Qanun ini dinyatakan tidak berlakU- 
r lqrrr JctrrE! I)srtcnlantiafi deil-

Hal-hat yang o.,y.,"rurroTil;f 4alam ganun ini, sepan-jang rnengenarpelaksanaannya akan diatur teuitr tan3ut dengan Kepufusan Bupati.

Qanun ini mulaiberlaku *"ff#*2t7oionoungt un.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan eanun inidengan penempatan dalirn Lerntraian oaerah rauupatei Fiai.

Disahkan di Sigti
pada tanggal, 

?g Norrember 2003 M
25 Ramadhan lZZ4 H

1!. 
/nr,,vrrl ptDtl.?/-r'ru

IT. H. ABDULLAH YAHil, MS.Diundangkan di Sigli

4

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TATIUN 2OO3 NOMOR 17

t0



PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN PII}TE
NOIIIOR 7 TAI{UN 2OO3

TENTANG

RE TRIBUSI PENDAFTARAN PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMTIM

1' Bahwa dengan ditetapkannya.undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan
atas undang-undang Nomor 1s rah; 199fi";;g pajak Daerah dan Retribusi Daerahdan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun ioor. rentang Rerribusi Daerah, makaRetribusi pendafataran perusahaan perru didi dan disesuaikan;2' bahwa satu tujuan rvajib daftar p;;;;;h*;'uigi p**"rintah'Kabupaten aclalah agarperusahaan dalam menjalankan usahanya berlaku secara jujur dan terbuka,. sedangkaabagi pengusaha pendaftaran perusah*n a"pur dimanfaattan sebagai sumber informasiuntuk kepentingan usahanya dun gu,ra *.tiu.rltun kepastian rrur.i* atas pembebananre.tribusi atas. pelayan* p.nOuft*ui, p"*rrh;;:3' Bahwa untuk meningkatkan Pelakianaan Pembangunan dan pemberian pelayanankepada masyarakat serta peningr.utur, p"rto*ilrr,un ekonomi oi baerah diperlukanpenyediaan surnber-sumbei Peniapatan esli Daerah (pAD) yang hasilnya memadai.upaya peningkatan penyediaan p.*bi*yuuo dari-sumber tersebut antara lain dilakukandgngan peningkatan kine{a pemungutan, penyempurnaan dan penarnbahan jenisRetribusi;

4' Dalam rutgka mendukung otonomi Daerah, maka penyelenggaraan pemeri*tahan danPembangunan Daerah yang bersumber uuri-p.nouputan -Isli 
Daerah, khususnyaRetribusi Daerah pengaturannya perlu lebih ditingkattan lagr;5' Dalam rangta untuk meningkatkun t *yu-p*,Igelolaan dan pemeliharaan RetritrusiDaerah, maka sesuai dengan t.*"t*g**yn femerintah Daerah menetapkan TarifRetribusi pendaftaran perusahaan daram luatu q*u"

U. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal2
Cukup jeias

Pasal3

Yang dimaksud dengan :

a' Kantor cabang.adalah perusahaan 
_Iang merupakan unit bagian dari perusahaan

induknya yang dapat berkedudukan oltempat yang berlairan oan-aapat bersifat berdrri
sendiri atau bertugas untuk melaksanakanieUagiai tugas dari p.*uhu* indularya.

b' Kantor pembantu adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat
atau cabanglya;

lt

c. Anak Perusehaa* ./L...



PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPAIEN PIDIE
NOMOR 6 TAHUN 2OO3

TENTANG

Rf, TRIBUST PENDAFTARAN PERUSAHAAN

PENJELASAN UMUM

1. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan
atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Refibusi Daerah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun ZOOI Tentang Retribusi Daerah, maka
Retribusi P endafataranPerusahaan perlu diatur dan disesuaikan;2' bahwa satu tujuan wali! daftar perusahaan bagi pemerintah Kabupaten adalah agar
perusahaan dalam menjalankan usahanya berlaku slcara jujur dan t"rbrku,. sedanglian
bagi pengusaha pendaftaran perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi
untuk kepenting-an usahanya dan guna memberikan kepastian hukum atas pembebanan
retnbusi atas pelayanan pendaftaran perusahaan;

3. Bahwa untuk meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan dan pemberian pelayanan
kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan ekonomi di Daerah Oipeitutan
penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya memadai.
Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan
dengan peningkatan kinerja pemungutarl penyempruruum dan penambahan jenis
Retibusi;

4. Dalam rangka mendukung otonomi Daeral4 maka penyelenggaraan pemerintahan dan
Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asfi Daerah, khususnya
Retribusi Daerah pengaturannya perlu lebih ditrngkatkan lagi;5' Dalam rangka untuk meningkatkan biaya pengelolaan d., pe-eliharaan Retribusi
Daerah' maka sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah menetapkan Tarif
Retribusi Pendaftaran perusahaan dalam suatu eanun.

tr. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal2
Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan :

a' Kantor cabang adalah perusahaan yang merupakan unit bagian dari perus ahaan
induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan daridapat bersifat berdiri
sendiri atau bertugas untuk melaksanakan seUigian tugas dari p.*rrhu* induknya.

b' Kantor pembantu adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat
atau cabangnya;

1l

c. tnat< /1,



c' Anak perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian
dan dikendalikan atau diawasi oleh peruiataan lain yang puOu ,rn.rrorya memiliki
seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang OltemfrtLn dari anakperusahaan
tersebut;

d' Agen du! perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh
kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau ie{anjian,

e' Perwakilan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan
unfuk melalukan suatu kegiatan dan atau pengurusilmya ditentukan sesuai'wewenang
yang diberikan;

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal T
Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal I 1

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

pasa 19 /"

t2
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Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal2l
Cukup jelas

Pasal22
Cukup jelas

Pasal23
Cukup jelas

Pasal24
Cukup jelas

Pasal25
Cukup jelas

Pasal26
Cukup jelas

Pasal2T
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDM NOMOR 4.
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